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PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
M'I“UL ATHFAL RABBANI KABUPATEN Sm

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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PALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT, : b

. bahwa dalam rangka.meningkatkan akses pendidikan m&draﬂah--
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan

‘standar nasional pendidikan; S ;

. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan in& N
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan "
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi 'Iim;
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Subang Nomor /KK.10.13/PP.07/ /2018 tanggal 28 Maret
2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor 0297/NDIPM/2018 tanggal 31 Mei 2018 sehingga
layak diberikan izin operasional;

-, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin
Operasional Raudhatul Athfal Rabbani Kabupaten Subang;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan _
‘Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7&,’_ k=
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Beaen i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar N
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
‘41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan F
~ Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
; Pemturm Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang !
dikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
n Lembaran Negra Repuhlik
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-___0) aebagaimana telah diubah denm
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
nor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

112 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomo?l
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kemeﬁ erian 2

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 |
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtid
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Se
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang 3
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464); -

. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita |
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentm p
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684); .

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisali
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Rep
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menten Agama Nomor 90 Tahun 2013"5

N Pendidikan Madrasah (Berita Negara R
" Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana teieh behetm
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pemenuhan standar pen
dan/atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi P
BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peratur
undangan.

- Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pela
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat pe
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU tetap berlaku.

- Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dim
‘dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanat
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akredita
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mend
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dim
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH

\\ KEMENTERIAN AGAMA
\PROVINSI JAWA BARAT
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Cimerta Gg Kalong ..
Desa/Kelurahan Pasirkareumbi
Kecamatan Subang

Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat

Yayasan Al-Insan Cimerta Subang

KASMAN HADIWIJAYA, SH

No. 26 Tanggal 8 Desember 2014
AHU-1050850102014

Tanggal 12 Desember 2014

CMENTERIAN AGAMA
HARAVINSI JAWA BARAT
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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